PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR: 03 TAHUN 2005

TENTANG

REDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

Meninbang

Mengingt

A 4t

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG _ -

. @ bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indanesia

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokoler atau Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor . 161/3211/SJ tangeal 29 Desember 2003 Pedomar
tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggoata DPRD. maka
perlu Pengaturan dan Penetapan tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lebong;

bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a diatas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong.

Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pemerintah Daerah
Otonom Kabupaten — kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, tambahan
Lembaran Negara Nomor 1091);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi
Bengkulu Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 18, tambahan
Lembaran Negara Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan DPR, DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92,
tambahan Lembaran Negara Nomor 4310):

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 154):

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 3, tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
33, tambahan Lembaran Negara Nomor 4420);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinliah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437}
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8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

10.
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12.

13,

14.
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antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4121)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84
Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157. tambahan
Lemabaran Negara Nomor 4166);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Deaerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 202, tambahan Lemabaran Negara Nomor 4022);
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 209, tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Nepara
Tahun 2000 Nomor 210, tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor
4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Nomor 4416):

Keputusan Meneteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengurusan dan
Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah,

Dengan Persetujuan Besama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LERONC

Menetapkan

dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBONG




BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

-
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14.
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16.

17,
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Daerah adalah Kabupaten Lebong;

Peemrintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong:

Kepala daerah adalah Bupati Kabupaten Lebong;

Peraturan Dacrah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lebong:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan
Daerah Kabupaten Lebong:

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah adalah Ketua dan Wakil-
wakil Ketua:

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong:
Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Kabupaten Lebong;
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
Kedudukan Protokoler adalah Kedudukan yang diberikan kepada
seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata
tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;

. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara resmi yang

meliputi aturan mengenai tata tempat, fata upacara dan tata
penghormatan  sehubungan  dengan penghormatan  kepada
seseorang sesuai dengan jabatan dan/ atau Kedudukannya dalam
Pemerintahan atau masyarakat;

Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan
Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dihadiri
oleh pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya;

. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam

acara resmi;

Tata tempat adalah aturan mengenar aturan tempat bagi pejabat
Pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh masyarakat
tertentu dalam acara resmi:

Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian
hormat bagi pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan
Tokoh masayarakat tertentu dalam acara resmi;

Uang Representasi adalah uang vang diberikan setiap bulan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sechubungan dengan
Kedudukan sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD

Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadini dan mengikuti
Rapat-rapat Dinas: :

Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan
kepada plmpinan dan Anggota DPRD karena Kedudukannya
sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
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Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang
diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Ketua dan Waki
Ketua atau Sckretaris atau Anggota Panitia musyawarah, atay
Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran, atau Alat
kelengkapan lainnya:

Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan
Pemeliharaan Kesehatan dan pengobatan, Rumah Jabatan dan
perlengkapannya/ Rumah Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan,
Pakaian Dinas, Uang Duka Wafat/ tewas dan bantuan biaya
pengurusan jenazah:

. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada

Pimpinan dan Anggota DPRD ayas Jasa Pengabdiannya setelah
yang bersangkutan diberikan dengan hormat:

Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut
APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah
yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
dietetapkan oleh Peraturan Daerah;

. Pejabat Penmerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi

tugas tertentu dibidangnyva sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan;

Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang
diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan:

Instansi Vertikal adalah Perangkat Depatermen dan atau Lembaga
Pemerintah non Depetermen di Daerah,

BAB I1

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIM PINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Acara resmi
Pasal 2

(1). Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh Kedudukan Protokoler
dalam Acara resmi

(2). Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi -

a.
b.

Acara resmi Pemerintah yang diselengparakan di Daerah;
Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat
Pemerintah;

Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadini oleh Pejabat
Pemerintah Daerah.
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Bagian Kedua
Tata Tempat
Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang
diadakan di Ibukota Kabupaten sebagai berikit:

Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;

b. Wakil-wakil Ketau DPRD bersama Wakil Kepala Daerah setelah

Pejabat Instansi Vertikal lainnya;

Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah
lainnya yang setingkat dengan Asisten Sekretaris Daerah, Kepala
Dinas / Badan dan atau Satuan Kerja lainnya.

Pasal 4

Tata Tempat dalam Rapat-rapat DPRD sebagai berikut -

Ketua DPRD didampingi olch Wakil Ketua DPRD;

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan
disebelah kanan Ketua DPRD:;

Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk
Anggota;

Sekretaris DPRD, Peninjauan, dan Undangan sesuai dengan
Kondisi ruang rapat;

Pasal 5§

Tata Tempat dalam Acara Fengﬁmhi!an Sumpah / Janji dan Pelantikan
Bupati dan Wakil sebagai berikut:

Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah
dan Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati:

Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk
Anggota;

Bupati dan Wakil Bupati yang lama duduk disebelah kanan
mengambil Sumpah / Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati ;
Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelah
kirt Wakil-wakil Ketua DPRD:

Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah Pelantikan duduk
disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;

Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan
Pejabat yang mengambil Sumpah / Janji dan melantik Bupati dan
Wakil Bupati.
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Pasal 6

Tata Tempat Acara Pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD
meliputi:

a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan
Tinggi / Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk
disebelah kanan Bupati:

b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah / Janji, duduk
ditempat yang telah disediakan:

¢. Setelah Pengucapan Sumpah / Janji Pimpinan sementara DPRD
duduk disebelah kiri Bupati:

d. Pimpman DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tingei /
Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang
telah disediakan;

e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;

f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang
telah disediakan: dan

g. Pers/KRU TV /Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah / lanji dan Pelantikan
Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan lama sebagal
bertkut:

a. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil
Bupati;

b. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua
Pengadilan Tinggi / Ketua Pengadilan Negeri;

¢. Setelah Pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan

Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kin
kKetua DPRD:

d. Mantan Pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Tinggi /
Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan

Bagian Ketiga
Tata Upacara
Pasal 8

(1).Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara Bendera atau
bukan Upacara Bendera;

(2).Untuk  keseragaman. kelancaran, ketertiban dan kekidmatan
jalannya acara resmi, diselenggarakan Tata Upacara sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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Bagian Keempat
Tata Penghormatan
Pasal 9

(1).Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai

penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah:

(2).Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB I
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama
Penghasilan
Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari -

Uang Representasi:

Uang Paket;

Tunjangan Jabatan:

Tunjangan Panitia Musyawarah;
Tunjangan Komisi;

Tunjangan Panitia Anggaran:
Tunjangan Badan Kehormatan:
Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

2 G T R

Pasal 11

(1). Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi:

(2). Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati;

(3). Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 9 (Delapan
puluh persatu ) dari Uang Representasi Ketua DPRD;

(4). Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 9 (tujuh puluh
lima persatu) dari uang Representasi Ketua DPRD:

(3). Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama
dengan ketentuan vang berlaku pada Pegawaj Negeri Sipil.

Pasal 12

(1). Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Paket.
(2). Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 %
(sepuluh perseratus ) dari uang Representasi yang bersangkutan.
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Pasal 13

(1). Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan;
(2). Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar

145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing
uang Representasi.

Pasal 14

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah
atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau

kelengkapan lainnya vang diperlukan, diberikan Tunjangan sebagai
berikut |

- Ketua sebesar 7.5 % ( tujuh setengah perseratus ) dari Tunjangan

Jabatan Ketua DPRD;

Wakil Ketua sebesar 5 % ( lima perseratus ) dari Tunjangan Jabatan
kKetua DPRD;

Sekretans sebesar 4 % (empat perseratus ) dari Tunjangan Jabatan
Ketua DPRD:;

Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan jabatan Ketua
DPRD.

Pasal 15

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

(1)

(3).

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan
Pasal 16

Pimpinan  dan  Anggota DPRD  beserta  keluarganya
diberikanTunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan:
Keluarga Pimpinan dan Anggota DFRD yang mendapatkan

Pemeliharaan Keschatan dan I‘cngnha‘tan vaitu suami atau isteri -

beserta 2 (dua) orang anak;

Tumjangan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana di maksud pada
ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi
kesehatan kepada |embaga Asuransi kesehatan vang ditunjuk
Pemerintah Daerah.




Pasal 17

(1). Pimpinan DPRD discdiakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas
beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas:

(2). Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah
dinas beserta perlengkapannya;

(3). Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannva dan
kendaraan dinas jabatan serta rumah dinas Anggota dibebankan
pada APBD.

Pasal 18

Dalam hal Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir
masa baktinya wajib mengembalikan Rumah Jabatan, kendaraan dinas,
beserta dengan perlengkapannya paling lambat 1 (satu) bulan scjak
tanggal pemberhentian. <

Pasal 19

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta
perlengkapannya dan kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD tidak
dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau
diubah Struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 20

(1). Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah
jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada
yang bersangkutan tunjangan perumahan;

(2). Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan

standar harga Kabupaten Lebong ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 21

(1). Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas :
(2). Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud ayat | (satu) yvaitu:
a. Pakaian Sipil Resmi (PSR) 1 x dalam 1 Tahun
b. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 1 x dalam S Tahun

¢. Pakaian Sipil Harian (PSH) 2 x dalam | Tahun

(3). Standar satuan harga dan kwalitas bahan pakaian dinas ditetapkan
dengan Keputusan Bupati,
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Pasal 22

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia,
kepada ahli waris diberikan :

a.
b.

(1).

Uang Duka 2 (dua) kali vang Representasi;

Uang Duka tewas 6 (enam) kali uang Representasi apabila
meninggal dunia dalam menjalankan tugas,

Rantuan Biaya Pengurusan Jenazah.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian
Pasal 23

Pimpinan atau Anggota DPRD yang mcninggal Dunia atau

mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdiannya;

Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat

| (satu) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota

DPRD dengan ketentuan :

4. Masa Bakti kurang dari 1 (satu) tahun penuh dan diberikan
uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang Representasi.

b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa
pengabdian 1 (satu) bulan uang Représentasi,

¢. Masa Bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa
pengabdian 2 (dua) bulan uang Representasi;

d. Mas bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa
pengabdian 3 (tiga) bulan uang Representasi;

e. Masa Bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang
jasa pengabdian 4 (empat) bulan vang Representast;

f  Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa
pengabdian 5 (lima) bulan uang Representasi.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

(1}

(2).

(3).

Pasal 24

Belanja Penunjang kegiatan disediakan untuk  mendukung
kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;

Besarnya Belanja Penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 (satu) berpedoman pada ketentuan Peraturan
perundang-undangan vyang berlaku tentang Pedoman tentang
kedudukan KEMan'gan Pimpinan dan Anggota DPRD serta
kemampuan Keuangan Daerah,

Belanja Penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada avat 1
(satu) dan 2 (dua) disesuaikan berdasarkan rencana yang
ditetapkan pimpinan DPRD.
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BAB Y
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD
Pasal 25

(1). Sekretaris DPRD Menyusun belanja DPRD yang terdiri dan :

a. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD;
b. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
¢. Belanja Penunjang kegiatan DPRD.

(2). Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPi{D. sebagaimana

dimaksud ayat (1) huruf a tersebut dalam ketentuan pasal
10.11,12,13,14 dan 15 dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD.

(3). Belanja Penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud huruf ¢

tersebut diformulasikan kedalam Rencana kerja  dan Anggaran

satuan kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

(4). Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

(1),

{

).

schagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf b terscbut dalam
ketentuan pasal 16,17,18,19,20,21,22 dan 23 serta 24 changgarkan
dalam pos Sekretariat DPRD yang kedalam jenis belanja sehagai
herikut :

a. Belanja Pegawat,

b. Belanja Barang dan jasa;
¢. Belanja Perjalanan Dinas;
d. Belanja Pemeliharaan;

e. Belama Modal
Pasal 26

Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian vang tidak
terpisahkan dart APBD;

Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban
belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan

dengan satuan kerja Perangkat Daerah lamnya;

(3). Pengangparan atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas

beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan Peraturan
Daerah’ ini  dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

dinyatakan melangear hukum,

e = =
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

Nomor ;
TENTANG
KRETENTUAN UMUM PAJAK DAERAIL (KUPD)

PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan
Retribust Dacrah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undane Nomor 34 Tahun
2000. menempatkan pajak Daerah scbagai sub- sistem perpajakan Nasional, dalam arti
pemungutan pajak Dacrah dilaksanakan selaras dengan sistem perpajakan Nasional. maka
sistem pemungutan pajak Dacrah terus di sempurnakan, pemungutannya di intensifkan
dan aparat perpajakan harus makin ditingkatkan kemampuannya dibidang perpajakan
Dacrah.

Dalam undang-undang tersebut masyarakat Wajib Pajak lebib ditingkatkan
peransertanya untuk memenuhi kewajiban perpajakan Dacrah. dan diarahkan scrta dibina
agar dengan sadar memecnuhi kewajibannya. Paradigma menempatkan Wajib Pajak
sebagat objek sudah harus di hilangkan dengan menempatkannya scbhagai mitra kerja yang
memiliki hak dan kewajiban perpajakan Daerah.

Scjalan dengan peningkatan pelayanan  Repada masyarakat,  yang
dilatarbelakangi kemampuan kcuwangan Dacrah yang memadai, intensifikasi pungutan
pajak terus diupayakan peningkatannya melalui penyempurnaan peraturan perpajakan
Daerah yang lebih mudah di pahami. sederhana dan memberikan kepastian hukum
terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak.

Di sis1 lain tuntutan masyarakat terhadap adanya transparanst pemungutan pajak
scmakin meningkat hal ini perlu di imbangi dengan berbagal pengaturan  tentang
penpawasan dalam pelaksanaan pemungutan pajak Daerah.

Peluang yang diberikan  Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 untuk
melakukan penyempurnaan  Peraturan  Dacrah, mcrupakan  dasar  pemikiran  yang
melandasi tckad dan keinginan untuk meningkatkan kualitas produk hukum perpajakan
Dacrah. melalui  penyederhansan  Ketentuan-kelentuan  pelaksanaan  pemungutan
(ketentuan formal) perpajakan Daerah yang lebih simpel, integral dan sederhana. sehingea
mudah di pahami olch Wajib Pajet maupun aparat
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peiaksany. yang pad';; gilirannya  diharapkan  mampu meningkatkan partisipasi dan
seranscria masyvarakat dalam memenuhi Ketentuan perpajakan Dacrah. serta mudah dalam
pelaksanaan adm inistrasi pemungutannya.

- Untuk mewujudkan maksud dan Keinginan tersebut. perlu secara tersipah antara
Deerah mongatur mengenai pelaksanaan pemungutan pajak Daerah. hak dan Ls:w;ulban
Wagib Pajak. sanksi administrasi maupun sanksi pidana. yang merupakan pedoman umum
pemungutan pajak Dacrah. Olch karenanya peraturan Daerah ini disebut sebagai
Hetentuan Umum Pajak Dacrah (KUPD). yang diberlakukan terhadap Peraturan Daerah

=2 mengatur mengenai ketentuan material untuk masing-masing jenis Pajak Daerah

- ¥ame di pungut di Kabupaten Lebong.

FENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal | angka | s.d. 6 :Cukup jelas
angka 7 : Yang dimaksud dengan tanpa imbalan
langsung adalah atas pembayaran pajak Dacrah tidak

diberikan imbalan langsung secara individual. tetapi
diberikan secara kolektif

Angka 8 : Cukup Jelas

Angka 9 - yang dimaksud pemungut antara il
lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) scbagai
pemungut Pajak pencrangan Jalan.

Angka 10 s.d.34 0 Cukup Jelas

Pasal 2 + Cukup Jelas
Pasal 3ayal (1) : Cukup Jelas
: Cukup Jelas

: Yang dimaksad dengan tidak  dapat  diborongkan
adalah bahwa scluruh proses kegiatan pemungutan
pajak tidak dapat di scrahkan kepada pihak ke tiga.
Namun di  mungkinkan adanya kerja
sama dengan  pihak ketiga dalam  mineka proses
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Pasal 4 ayat (1)

Pasal 5§ ayat(|)

ayat (2)

ayat (2)

pemunguian pajak, antara lain, percetakan formulir
perpajakan,  pengiriman surat-sural kepada Wajib
Pajak, atau penghimpunan data Objek dan Subjek
Pajak. Kegiatan yang tidak dapat di kerjasamakan
dengan  pihak Ketiga adalah kegiatan penghitunaan
besarnya pajak JANE terutang. penyawasan penyetoran
pajak. dan penagihan pajak.

t Cukup Jelas

Yang  dimaksud dengan  terlebih  dahuly di
sostalisasikan kepada Masyarakat sebelum ditetapkan
adalah di wjukan lerhadap jenis-jenis pajak Daecrah
selain vang telah di sebutkan dalam Pasal 2 Peraturan
Dacrah ini { jenis Pajak Dacrah van & baru ),

- Ayatini mengatur sistem pemungutan/

Pengenaan pajak, yaily:

a. Sell  assessment (dibavar sendirt).  adalah
pengenaan pajak yang  memberi Kepercavaan
kepada Wajib Pajak untuk
nwnghiiung,:ncmpcrhituﬂgk;m.mcmhuyur dan
melaporkan sendi pajak yang {erutang dengan
menggunakan SPTPD.

v, Official  assessment (ditatapkan  olch Bupati),
adalah pengenaan pajak yang dibavar olch Wajib
Pajak sctelah teriebih dahulu di tetapkan oleh
Bupati atau pejabat yang di tunjuk melalui Surat
Ketetapan Pajak Duerah atay dokumen lain vang
di persamakan,

¢.  Witholding (pemunput pajak). adalah pengenaan
pajak yang dipungut olch pemungut pajak, antara
lain Perusahaan Listrik Neeara (PLN) vang telah
ditetapkan  berdasarkan Peraturan  Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2001 lentang Pajak Daerah,
schagal pemungu pajak Pajak Pencrangan jalan
alas penguunaan tenaga listrik yane di sediakan
oleh PN,

 Cukup Jelas.




Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

avat (1)

ayat (2)
ayal (3)
avat (4)
ayat (5)
aval (6)

avat (7)
avat (1)
avat (2)
ayat (3)
ayal (4)
dyat (5)
ayal (6)
avat (7)

ayat (1)

ayat (2).

avat (1)

2 SPOPD tidak di pergunakan bagi svstem pemungutan
pajuk yang di pungut aleh pemungut.

: Cukup Jelas,
: Cukup Jelas.

: Cukup Jelas.
: Cukup Jelas.

- NPWPD sccara jabatan di terbitkan apabila Wajib
Pajak tidak mendaftar dan  melapor ke  Dinas
Pendapatan Dacrah  walaupun secara material telah
memenuhi ketentuan untuk menjadi Wajib Pajak.

; Cukup Jelas.
: Cukup Jelas.
: Cukup Jelas.
: Cukup Jelas.
: Cukup Jelas,
: Cukup Jelas.,
: Cukup Jelas.

. Yang dimaksud dengan jenis pajak tertentu adalah

pajak-pajak yang di pungut dengan system official
asscessment.

. Yang dimaksud dengan memperpanjang jangka waktu

penyampatan SPTPD pada ayat ini, bahwa Wajib
Pajak ternyata tidak dapat menyampaikan SPTPD
sesual dengan jangka waktu vang di tetapkan benar-
benar mengalami kesulitan, karena masalah-masalah
tcknis yang berkaitan dengan persyaratan yang harus
dilampirkan dalam pengajuan  untuk  keperluan
kelengkapan SPTPD.

: Cukup Jelas.

: Yang dimaksud dengan kalimat “belum melakukan
tindakan pemeriksaan™ adalah surat pemberitahuan
atau sural tugas pemeriksaan yang di terbitkan oleh
Kepala Dinas Pendapatan




aval {2)
Pasal 10 avat (1)

ayit (2)
Pasal |1

avat (1)

Daerah, belum di sampaikan kepada Wajib Pajak atau
kuasanya atau pegawai dan Wajib Pajak.

: Contoh ;

Pembayvaran Pajak Restoran dalam SPTPD untuk masa
pajak bulan juni 2000 schesar Rp. 10.000.000,00
SPTPD tersebut terdapat kekeliruan dan Wajb Pajak
membetulkan sendiri SPTPD masa pajak terscbut pada
bulan. September 2001 serta  kepadanva  belum
dilakukan tindakan pemeriksaan.

Penghitungan  bunga ( sanksi-administrasi  2%per
bulan).

[Pajak terutangkarena pembetulan = Rp 13000
Pembayaran pajak masa junt 2000 = Rp. 10.000
Pajak yang kurang dibavar =Rp. 3000

Sanksi Administrasi

HBunga 2% per bulan
(2% % 15 bulun) x Rp.5.000.000.00 = Rp. 1500
Pajuk dan Bunga Yang Harus Dibayar = Ep. 6.500

: Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung.

memperhitungkan, membayar. dan melaporkan sendiri
pajak vang terutang,

- Cukup Jelas.
- Pasal int mengatur tentang pencrbitan surat Ketetapan

pajak atas pajak yang dibayar sendiri ( system seif
assessment ) penerbitan  surat  ketetapan  pajak
ditujukan  kepada Wajib  Pajak  tertentu yang
discbabkan olch Ketidakbenaran dalam  pengisian
SPTPD atau karcna ditemukannya data fiskal yang

tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ketentuan ayat ini memberi kewenangan kepada
Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Dacrah
untuk dapat menerbitkan SKPDRKB. SKPDRBT atau
SKPDN hanva terhadap kasus-kasus lertentu scperti
tersebut dalam ayat ini, dengan perkataan lain hanya
terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau
berdasarkan  hasil  pemeriksaan  tidak  memenuhi
kewajiban formal danfatau kewajiban material.
Contoh : >
|, Scorang Wajib Pajok tidak menyampaikan surat
Pemberitahuan  Pajak Daerah pada masa pajak
tertentu., misalnya dalam tahun pajak




Hurufl a
Angka 1)
Angka 2)

Angka 3)

2000, Setelah ditegur dalam Jangka wakiu tertenty
juga belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak
Paerah maka dalam jangka waktu paling lama 5 tahun
scjak saal terutangnya pajak Bupati dalam hal ini

Kepala Dinas Pandapatan Dacrah dapat menerbitkan

SKPDKB atas pajak yang terutang.

2. Seorang Wajib Pajak telah menyampaikan SPTPD

pada tahun pajak 2000, Dalam Jangka wakuu

paling lama 5 tahun, ernyata  dari hasil
pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Dacrah
vang disampaikan tidak benar. Atas pujak yang
lerutang  kurang bavar terscbut, kepala Dinas

Pendapatan Dacrah dapat menerbitkan SKPDKB

ditambah dengan sanksi administrasi.

Wajib Pajak sebuagaimana vang dimaksud dalam

contoh 2 yang tclah diterbitkan SKPDKB, apabila

dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sesudah
pajak yang terutang di temukan data baru dan atay
data yang semula belum terungkap yang
menycbabkan penambahan  jumiah  pajak yang
terutang maka Bupati dalam hal ini Kepala Dinas

Pendapatan Dacrah dapat menerbitkan

SKPDKBT.

4. Wajib  Pajak  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
ternyata  jumlah pajak  yang terutang  sama
besarmya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
lidak terutang dan tidak ada kredit pajak, maka
Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan
Dacrah dapat menerbitkan SKPDN.

L

: Cukup Jelay
: Yang dimaksud dengan  kalimat “SPTPD  tidak

disampaikan™ adalah penyampaian SPTPD  tidak
dalam batas waktu yang di tentukan sctelah ditegur
secara  tertulis.  Artinya  Wajib  Pajak  tetap
menyampaikan SPTPD tetapi telah melampaui batas
waktu yang di tetapkan dalam surat teguran.

: = Yang dimaksud “kewajiban meneisi SPTPD tidak di

penuht™ dapat terjadi dua kemungkinan

i




dyat (2)

avat (3)

Hurul b & ¢

Pertama. SPTPD sama sekali tidak disampaikan;
Kedua, SPTPD disampaikan tetapi diisi tidak benar.
- Yang dimaksud dengan penetapan pajak sccara
jubatan adalah penetapan besarnva pajak terutang
yang dilakukan olch Bupati atau pajak yang ditunjuk
berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang
dimiliki oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

: Cukup jelas

. Ayat ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang

tidak  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  yaitu
mengenakan sunksi administrasi berupa bunga sebesar
2% scbulan dari pajak yang tidak atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu palinh lama 24 bulan atas
pajak yang tidak atau terlambat dibayar .Sanksi
administrasi  berupa  bunga dihitung sejak  saat
terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannva Surat
Ketetapan Pajak Dacerah Kurang Bayar |

¢ Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban

perpajakannya scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 3)yaitu Wajib Pajak tidak mengisi
surat Pemberitahuan Pajak Dacrah yang scharusnya
dilakukannyamaka dikenakan sanksi  administrasi
berupa kenatkan pajak sebesar 25% dari pokok pajak
vang lerutang.  Dalam  kasus ini, maka Bupati
menctapakan  pajak yang terutang secara jabatan
melalur penerbitan Surat Keletapan  Pajak Daerah
Kurang DBayar. Sclain sanksi administrasi berupa
kenatkan sebesar 25 % dari pokok pajak yang
terutang.  Dalam Kasus ini ;maka Bupati menetapkan
pajak yang terutang secara jabatan melalui pencrbitan
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Selain
sanksi administrasi berupa kenaikan schesar 25% dari
pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga 2 % scbulan dihitung dari
pajak  yang Kurang atuw terlambat  dibayar untuk
jangka  waktu paling lama 24  bulan.Sanksi
administrasi  berupa bunga “dihitung sejak saat
terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat
KReputusan Pajak Dacrah Kurang Bavar,

Contoh :

Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD untuk masa
pajak Januari tahun pajak 2000 dan setelah ditegur
secard tertulis. Wajib  Pajak  tersebut  tidak  juga
memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepala Dinas
Pendapatan Dacrah meclakukar  penetapan




ayal {4 dan (5)

Pasal |2 ayat (1)

aval (2)
Pasal 13
Pasal 14

Pasal |5 ayat (1) dan (2)

ayat (3)

pajak yang terutang secara jabatan pada bulan April.
Misalkan ; |

Berdasarkan penctapan jabatan

Pajak vang terutang = | 60000

Pembayiran pajak tahun 2000 = HOLO00

Pajak kurang dibayar = (0.000

Sanksi berupa kenaikan

25 %%xRp. 160.000.000 = 40.000

Pajak kurang dibayar = [ O0LO00

Sanksi berupa bunga

2 %x 16 bulan xRp. 100000000 = 32.000
Pajak yang harus dibavar = 132.000

- Dalam hal Wagib Pajak tudak memenuhi kewajiban

perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, vaite dengan ditemukannya data baru dan/
atau data vang semula belum terungkap vang berasal
dari hasil pemeriksaan schingea pajak vang terutang
bertambali, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan
sanksi administrasi beruna kenaikan 100% dari jumlah
kekurangan pajak. Sanksi administrasi in1 tidak
dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan scbelum
dilakukan tindakan pemeriksaan.
Yang dimaksud dokumen lain yang dipcrsamakan
adalah dokumen yang dipergunakan dan berfungsi
sama dengan SKPD, antara lain berupa karcis. nota
perhitungan, tagihan rekening listrik.

. Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.

- jenis pajak tertentu yang pembayaran pajaknya Lelab
diatur bersamaan dalam proses/ mekanisme pelayanan
administrasi  lainnya  scperti  pembayaran  Pajak
Penerangan  Jalun  dilakukan  bersuwimaan  dengan
pembayaran tagihan rekening listrik kepada PLN,

: Cukup jelas .




aval (4) s Cukup jelas,

aval (3) Besarnya bunea diletapkan denecan menserbithan STPD

dun dihitung sejak  berakhirnya  jatan  tempo
pembavaran sampar dengan diterbitaan STPD.

; Pasal 16 avat (1) - Cukup jelas.
. aval {2) : Cukup jelas.
avat (3) > Yang dimaksud sarana pembayvaran lain adalah antara

fain surat tagthan rekening listrik
Pasal 17 - Cukup jelas.

Pasal |8 avat (1) _ . Penundaan pembavaran pajak dapat dipertimbangkan
berdasarkan kesulitan hkuiditas vang dialami Wajib
Pajak dengan dikenakan bunea sebesar 2% sebulan.
Contoh :
Apabila pajak terutang dalam SKPDKB scbesar Rp.
10.000 (sepulub ribu rupiah )} telah  disetujui

pembayaran angsuran scbanyak 5 kali dengan besar
angsuran yang sama . maka penghitungan besamya
anesuran ditambah bunga sebagail berikut.
_;{;ﬂlﬂ’_ﬁ:—l f""“IZJEEBE"?'_'[*UMR Bunga Jumlah
oo\ _pajak | Anpsuran | S/ Angsuran
Re | 110.000.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2,2000.000
ke 2 8000000 | 2.000.000 | 160,000 | 2.160.000 |
Ke 5 [ 6.000.000 | 2000000 | 120000 | 2.120.000 |
Ke d 4000000 | 2.000.000 | 80.000 | 2.080.000 |
ke 5 | 2000000 [ 2.000.000 | 40.000 | 2.040.000
ayat (2) - Cukup Jelas
Pasal 19 ayat (1) cCukup Jelas
ayal (2) - Cukup Jelas
avat (3) © Ayal ind mengdtur pengenaan bunga atas pajak  yang
tidak atau kurang di bayar pada saat jatuh t€mpo )
pembayaran atau terlambat di bayar.

Pasal 20 avat (1) - Yang dimaksud Penagihan Pajak adalah serangkaian
tindakan agar Penanggung Pajak  melunasi ulang
Pajak dan biava penagihan dengan  micnegur atau
memperingatkan. melaksanakan penagihan seketika
dan  sckalicus  memberitahukan  Surat  Paksa.
mengusulkan percegahan, melaksanakan penyitaan,




avat (2)

Pasal 55 ayat (1)

ayat (2)
Pasal 56
Pasal 57

Pasal 58 ayat (1)

Wajib Pajak vang telak mendapat putusan pemberian
keringanan  dasar pengenaan pajak untuk suatu
ketetapan pajak. tidak dapat mengajukan permohonan
untuk  mendapatkan pengurangan pokok pajak untuk
Ketelapan yang sama atau sebaliknya.

: Pemberian keringanan yang dimaksud pada pasal ini

berdasarkan  pertimbangan Bupati  pada suvatu
keadaan tertenty,

» Yang dimaksud pembebasan pajuk  berdasarkan azas

keadilan adalah tujukan bagi Wajib Pajak golongan
ckonomi lemah.

Contoh :

Wajib Pajak Restoran yang beromyzet di bawah 3 juta
pertahun di bebaskan dari pengenaan pajak.

Yang dimaksud dengan  pembebasan  pajak
berdasarkan azas timbal balik adalah perfakuan yang
sama berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961 .

=

: Cukup jelas,

pohetiap pejabal  baik petugas pajak maupun mercka

yang melakukan tugas di bidang perpajakan Dacrah
di larang mengungkapkan  kerahasiaan Wajib Pajak
yang menvangkul  perpajakan Daerah.  Masalah
kerahasiaan  tersebut perlu mendapat perfindungan
untuk  menecgah  disalahgunakannya bahan
keterangan Wajib  Pajak  dalam  usaha persaingan
dagang atau mengungkapkan kcadaan  asal-usul
kekayaan dari Wajib Pajak yang dapat dikategorikan
scbagal rahasia pribadi berdasarkan  asas hukum
pajak.




Pasal 21 ayat (1)

rasal 23

ayat (2)

7 i
?L‘]G

melaksanakan penyanderaan, manjual barang
yang tolah disita,

Yang dimaksud dalam ayat ini dengan surat lain
yang sejonis adalah surat yang dipersamakan
dengan surat teguran atau surat peringatan,

Penyampaian Surat Teguran dilakukan sebelum
jatuh tempo pambayaran.

ayat (3) hurufa sd ¢; Cukupjolas,

ayal (2)
ayat (3)

ayat (4)

~a2sal 22 ayat (1)

ayal (2)
ayat {1}

nuruld

Yang dimaksud dengan saat polunasan ulang
pajak adalah tanggal jatuh tempo pembayaran
yang tercantum dalam surat teguran atau surat
peringatan atau surat lain ya ng soionis. -

Yang dimaksud dengan Penagihan Pajak
Sckelika dan Sokaligus adalah  tindakan
penagihan  pajak yang dilaksanakan oleh
Jurusita Pajak J-:ﬁpada Penanggung Pajak tanpa
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran
yang maliputi seluruh utang pajak dari semua
jenis  pajak, masa pa,ak dan’ tahun pajak.
Jurusita pajak dlangkat oleh Kepala Dinas
[Pendapatan Dacrah,

Cukup jelas.

surat perintah penagihan sekelika dan sckaligus

adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas
Pendapatan Daerah kepada petugas jurusita

untuk melakukan penagihan pajak sckatika dan
sckaligus,

Surat perintah penagihan scketika dan sckaligus
dapat - dijadikan  dasar untuk  melakukan
penagihan pajak dangan surat paksa,

Cukup jelas. :

Pengerlian kata “dapat” pada ayat ini zgalah

bahwa penagihan pajak dengan surat paksa
baru dapat dilaksanakan apabila Wajib Pajak

tidak melunasi utang pajak sampai dengan-

tanggal jatuh tempo pembayaran dan selefah

jangka waktu 21 hari surat teguran atau surat

peringatan atau surat lain yang scjenis d}tenma

oleh Wajib Pajak atau Wa]ah Pajak tidak

memenuhi angsuran pembayaran paiak atau
penundaan pembayaran pajak.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

._.,'.yll:— -




Pasal 24

Pasal 25

ayat (2)
ayat (3)
ayat (4)

ayat (5)
ayat (G}
ayat {7)
ayat (8)
ayal {(9)
ayal {10)
ayal (11)

ayat (12)

ayal (1)

ayat (2)
ayat (1)
ayat (2)

ayal {3)

Pasal 26 gyat (1)

11

Cukup jelas,
Cuk-up jelas.

Yang dimaksud dengan ‘maupun di tempat lain

yang dimungkinkan” adalah kantor pemerintahan
kelurahan setempat.

Cukup jelas,
Cukup jelas:
Cukup jelas.

. Cukup jolas.

Cukup jolas.
Cukup jolas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Jangka waktu 2 kali 24 jam dimaksudkan untuk
raembert  kesempatan kepada Penanggung
Hajak  melunasi utang pajak sebagaimana

lercantum  dalom  Surat  Paksa yang
bersangkutan. X

- Cukup jelas.

Cukup jelas.

Kehadiran para saksi  dimaksudkan untuxg
meyakinkan  bahwa pelaksanaan penyitatn
dilaksanakan  sesusi  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara  Pelaksanaan  Sila Merupasan
pemberitahuan Kopada Penanggung Pajak dan
masyarakat  bahwa  penguasaan barang
Penanggung  Pajak  telah berpindah  dari
Penanggung Pajak kepadn Pejabat. Oleh karena
itu, dalam setiap penyitaan, Juru Sita Pajak
harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita
secara jelas dan lengkap yang sekurang- -
kurangnya memuat hari dan tanggal, nomor,
nama Jurusita Pajak, nama Penanggung Paiak,

nama dan jenis barang yang disita, dan tﬁmpai
penyitaan.

Tujuan  penyitaan  adalah

memperoleh
jaminan pelunasan utang pajak
dari Penanggung Pajak. Oleh

karena itu, penyitaan dapal dilaksanakan




ayat (2)

ayat (3
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terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik
yang berada di tempat linggal, tempat usaha,
tempat Kodudukan Ponanggung Pajak: atau dj
lempat lain  maupun yang penguasaannya
berada di tangan pihaklain,

Pada dasarnya ponyitaan dilaksanakan dengan
mendahulukan barang bergerak, namun dalam
keadaan terigntu penyitaan dapat dilaksanakan
langsung torhadap barang tidak borgorak tanpa
melaksanakan  penyitaan terhadap barang
bergerak. Keadaan tertentu. misalnya, Juru Sita
Pajak tidak menjumpai barang bergerak yang

- dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak
yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau

harganya tidak momadai Jika dibandingkan
dengan utang pajaknya.

Pengertian Kkepemilikan atas tanah meliputi,
antara lain, hak milik, hak pakai, hak guna
bangunan, dan hak guna usaha.

Yang dimaksud dengan penguasaan berada di
tangan pihak lain, misalnya, disewakan atay
dipinjamkan, sodanglkan yang dimaksud dengan
dibebani dengan  hak tanggungan sebagai
jaminan pelunasan utang terlentu, misalnya,
barang yang dihipotekkan. digadaikan, atau
ciagunkan.

Pada dasamya penyitaan terhadap badan
dilakukan terhadap barang milik perusahaan.
Namun apabila nilai barang tersebut tidak
mencukupi atau barang milik porusahaan tidak
dapat ditemukan atau karena kesulitan dalam
melaksanakan penyitaan terhadap barang milik
perusahaan tidak mencukupi, maka penyitaan
dapat dilakukan terhadap barang-barang milik
pengurus, kopals porvakilan, kepala cabang,
penanggung jawab, pemilik modal atau ketua
untuk yayasan, '

Dalam memperkirakan nilai barang yang disita,
Jury Sita Pajak harus memperhatikzn jumlah
dan jenis barang bordasarkan harga wajar
schingga Juru Sita Pajak tidak dapat melakukan
penyitasn socara berlebihan. Dalam hal tertenty

Jure Sita Peziak dimungkinkan untuk meminta
bantuan Jasa Penilaj.

Yang dimaksud dengan biava penagihan pajak
ndolah biava pelaksanaan Surat Paksa. Sural

oy
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Parintah Melaksanakan Penyitaan,
Pengumuman Lelang, Jasa Penilal dan biaya
tainnya sohubungan dongan penagihan pajak;

Cukup jelas.

Kelentuan ini dimaksudkan agar Juru Sita Pajak
dapat melaksanakan penyitaan terhadap-barang
milik Penanggung Pajak yang ditemukan atay
diketahui kemudian apabila nilai barang yang
telah disita terdahulu tidak cukup untuk
mombayar utang pajak dan biaya penagihan
pajak. Dengan demikian, penyitaan dapat
dilaksanakan lsbih dari satu kali sampal dongan
jumlah yang cukup untuk mﬂiuna_ﬁ;i utang pajak
dan biaya ponagihan baik sebelum lalang
maupun setelah lelang dilaksanakan,

Sexalipun penanggung pajak telah molunasi
hutang pajak fetapi belum molunasi biaya
penagihan pajak, penjualan  sccara lelang

terhadap barang yang telah disita ietap dapat
ditaksanakan.

Cukup jolas.
Cukup jolas.

Pemindahbukuan objek sita yang tersimpan di
bank berupa deposito berjangka, tabungan,
salde rekening koran, giro, atau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan
dengan mengacu kepada ketentuan mengenai
rahasia  bank sesuai doangan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Cukup jelas

. Kelentuan ini dimaksudkan untuk memben

kesempatan  kepada penanggung  pajak
melunasi hutang pajaknya sebelum pelelangan
terhadap: bararig yang disita dilaksanakan.

Sesual dongan kefentuan dalam poraturan

lelang setiap penjualan secara lelang harus

Gidahulul dengan Pengumuman Lelang.

Cukup jelas,

. -Dalam hal barang tidak bergerak vang akan

diiclang  bersama-sama barang bargerak,
pengumuman lelang dilakukan dua kali untuk




ayat (4)
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barang lidak borgorak, satu kali bersama-sama
barang bergerak pada pengumuman pertama,
5uhin‘§ga penjualan barang bergerak dapat
didahulukan.

Pengertian  lidak harus diumumkan melalui
media massa misalnya dengan selebaran atau
pengumuman  yang ditempelkan di tempat
umum, misalnya di Kantor Kelurahan atay di
papan pengumuman kantor pejabat.

Mengingat bahwa lelang merupakan tindal lanjut
oksekusi dari Surat Paksa yang kedudukannya
sama dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai  kekuatan hukum ftetap, maka
sekalipun Wajib Pajak mengajukan keboratan
dan belum memperoleh keputusan. lelang tetap
dapat dilaksanakan,

Karena penguasaan b:ar.ahg yang disita telah
borpindah  dari  Penanggung Pajak kepada
pejabat maka pejabat yang bersangkutan
mempunyal wewvenang untuk menjual barang
yong disita dimaksud. Mengingat ?enanggung
Pajak yang maemiliki barang yang disita telah
diberitahukan bahwa barang yang disita akan
dijual secara lolang pada waktu yang telah
ditentukan, lclang ftotap dapat dilaksanakan
walaupun tanpa dihadiri oleh Penanggung
Pajak. :
Pada dasarnya lelang tidak dilaksanakan apabila
Penanggung Pajak telah molunasi ulang pajak
dan biaya penagihan pajok. Namun, dalam hal
terdapat putusan pengaditan yang mengabulkan
gugatan pihak ketiga atas Kepemilikan barang
yang disita, atau putusan Pongadilan Pajak vang |

Mmengabulkan gugatan Penanggung Pajak atas

polaksanaan penagihan pajak, atau barang
sitaan vang akan dilelang musnah  karena
terbakar atau bencana alam, lelang tetap tidak
dilaksanakan walaupun utang pajak dan biaya
penagihan pajak belum dilunasi.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

ayat (3) huruf a s.d ¢ Cukup jelas.
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Hak lain yang diletapkan cleh Bupati sectelah
dikoordinasikan  dengan  Pemerintah
Propins

;. Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan jangka waktu
penambahan penuadaan pembayaran, apabila

permohonan penundaan pembayadran
dikabulkan.

Saat kedaluwarsa ponagihan pajak ini porlu
ditetapkan  untuk  member kepastian hukum

kapan uteng pajak tersebut tidsk dapat ditagih
lagi.

Calam hal diterbitkan Surat taguran dan Surat
Paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak
secara langsung adalah Wajib Pajak dengan
kesadarannya monyatakan masih mempunyai
utang pajak dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Dacrah,

Yang dimaksud dergan pengakuan ulang
secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak
secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa
la mengakui mempunyai utang pajok kepada
Pemerintah Daerah,

contoh

Wajib  Pajak  mengajukan permohcnan
angsuran/penundaan pembayaran:

- Wajib  Pajak  mengajukan permohonan
keberatan,

Apabila Wajib Pajak berpendapat Bahwa jumiah
pajak delam sural ketetapan pajak dan
pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya
kepada  Pupati  vang  menerbitkan  surat
ketetapan pajak,

Keberatan r}ﬂang diajukan adalah terhadap mater
atau isi  dar  keletapan dengan membuat
perhitungan  jumilah yang seharusnya dibayar
menurut periitingan Wajib Pajak,
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Satu keberatan harus diajukan terhadap satu
jenis pajak dan satu tahun pajak.

Cukup jelas

Yang dimaksud dongan pihak Ketiga adalah
orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan  peruncang-undangan  perpajakan
Dacrah atau yang ditunjuk oleh Bupat
sebggai pemotong/pemungut pajak.

Alasan-alasan vyang jelas di sini  adalah
mengemukakan dongan data atau bukti bahwa
jumlah pajak yang terutang yvang ditetapkan oleh
potugas pajak (fiskus) tidak bonar.

Ayal  ini  mengharuskan Wajib  Pajak
membuktikan ketidakbenaran ketotapan pajak
dalam hat Wajib Pajak mengajukan keberatan

torhadap ;iiain'k_-'p::jak vang ditetapkan secara
jabatan,

=ural Ketetapan Pa}ak secard |abatan tersebut
diterbitkan  karena  Wajib  Pajak  tidak
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak
Dacrah (SPTPD) meskipun telah ditagur secara
tertulis. Apabila Wajib Pajak tidak membukiikan
kelidakbenaran Surat Ketetapan Pajak secara
jabatan itu, maka keberatannya ditolak.

Yang dimaksud dengan keadaan di luar
kokuasannya adalah suatu keadaan yang terjadi
di luar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak,
misalnya, karena Waijib F‘ajak sakit atau terkena
musibah bencana alam,

: Cukup jelas,

. Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan ma.’;cauci
agar Wajib Pajek tidak menghindar dari

kewajiban untuk membayar pajak vang telah
ditetapkan dengan dalih mengajukan kmbhratan.
sehingga  dapat  dicogah lerganggunya
penerimaan Dacrah, |

. Ayal inl. memberikan kepastian hukum kepada

Wajib Pajak maupun fiskus dan dalam rangka
tertib adminisirasi, oleh karena ilu keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak harus dibori keputusan
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oleh Bupali - dalam jangka wakiu paling lama 12
bulan sojak Sural Koberatan ditorima.

Cukup jelas,
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas
Cukup jelas.
Atas banding vyang disampaikan kepada
Pengadilan  Pajak dan  belum  dilakukan
pemeriksaan alau  sedang dilakukan

pemeriksaan  dapat  diajukan permohonan
pencabutan,

Terhadap permohonan pencabutan dimaksud
dilakukan pemeriksaan dengan acara cepat.

Alas putusan pemeriksaan dengan acara cepal
dimaksud tidak dapat lagi diajukan banding.

: Yang dimaksud dengan ;umiah pajak vung

terutang tormasuk sanksi administrasi

Contoh :
Pokok Pajax Kp.1.00
Senksi admindstrasi (bunga)

2% sebulzn Rp. 20
Pejak tenstang R 1L.020

Apabila mengajulan banding, Wajib Pajak

terlebih dahulu  diwajibkan  untuk menyetor
sebesar 50% x Rp.1.020.=Rp.510

Cukup jelas.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan

hak kepada Penanggung Pajak  untuk

mengajukan gugatan knpada badan peradilan
pajak dalam hal F'ananggung Fajak tidak setuju
dengan pelaksanaan penagihan pajak wvang
meliputi  polaksanaan Surat Paksa, Surat
“orintah  Melaksanakan  Penyitaan  atau
Songumuman Lelang,

Jangka waktu 14 har  uniuk mnng_ajqﬁk;n
gugatan  dianggap memadai dan  telah

sesual dengan  ketentuan yang  diatur

dalam. Undang-undang tentang Badan
Penyslosaian Sengketa Pajak. Jangka waktu
unluk mengajukan qugatan terhadap Surat
Paksa dihitung seiak pemberitatiuan kepada
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Penanggung Pajak, untuk sila ‘dihitung scjak
pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Sita. dan
untuk  lelang dihitung  sejak Pengumuman
Lelang. Déngan demikian, lelang tidak boleh
cilaksanakan scbelum  jowa 14 hari sejak
Pengumuman Lelang. Apabila dalam jangka
waktu  dimaksud Penanggung Pajak tidak
moengajukan gugatan maka hak Penanggung
Pajak untuk menggugat dinyatakan gugur.

¢ Cukup jelas.

Permohonan ganti  rugi diajukan  oleh
Penanggung Pajak ¥ang gugatannya dikabulkar
kepada Pejabat lempat  polaksanaan Sural
Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
atau Pengumuman Lelang dilakukan. Pemulihan
nama baik dan gant rugi yang diberikan hanya
dalam bentuk uang,

Cukup jelas,

Cukup jelas,
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pada dasarnya pihak ketiga dapat mengajukan
>angganan terhadap kepemilikan barang yang
disita oleh Jurusita Pajak melalyj Proses perdata
Namun, apabila Fejabat Lelang telah menunjuk
seorang pemboli sebagaij pemenang lelang
dalam proses lelang yang sedang berlangsung,
Maka sanggahan tidak dapat diajukan lagi
terhadap kepemilikan barang yang telah terjual
dimaksud., Ha| ini dimaksudkan untuk
memberikan kepastian hukum dan melindungi
Ifc:penli'ngan pembeli lelang karena kepada pihak
religa tefah dIb‘erjE:an Kesempatan yang cukup

untuk mengajukan Sanggahan sepelum lelang
dilaxsanakan,

Cukup jelas
H:up‘nii - alau pejabatl Yang ditunjuk sebeluim

memberikan  keputusan dalam hal kelebiban
pembayaran pajak harus malakukan pemeriksaan
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\ariobin dahuly, kecuall pengomballan kolobihan
pembayaran berdasarkan pulusan banding dan

sural kepulusan keberatan,

Cukup jelas.

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan
pengembalian  kelebihan pembayaran pajak
dihitung dari balas waklu 2 bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB sampai dengan saat
dilakukannya pembayaran kelebihan.

Cukup jelas,
Cukup jelas.

Cukup jolas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan kekhilatan Wajib Pajak
adaiah keadaan Wajib Pajak secara tidak sadar
atau lupa atau dalam kondisi tertenty sulit untuk

menentukan pilihan dalam memenuki kewajiban
perpajakan.

Bupatt  karena jabatannya dan berlandazan
unsur  Keadilan dapat mengurangkan atau
membatalkan ketotapan pajak yang ldak bonar
misalnya Wajib Pajak yang dilolak penga;uan
pehgurangannya  karena tidak  memenuhi
persyaratan formal  {memasukkan  surat
permohonan pengurangan tidak pada waktunya )
meskipun persyaratan material terpenuhi.

Cukup jelas.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Yang dimaksud dengan ‘pajak  lain yang
ditotapian oleh Bupati  adalah jenis. pajak
yang telah disebutkan pada ayat (3) huruf a sid e
dan yang akan ditetapkan berdasarkna Fasal 4
yiang dalam perkembangannya dapat
dikecualikan oleh ‘Bupati  dari  kewajiban
pembukuan dan pencatatan
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Bupati  atau pejabat yang ditunjuknya dalam

rangka pengawasan berwenang melaksanakan

pemoriksaan unluk ;

2. monguji  kepatuhan pemanuban kowajiban
perpajakan Daerah,

b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan
peraturan perpajakan Daarah

Apabila Wajib Pajak tidak dapat memenuhi

kewajibannya yang berkaitan  dengan

pemeriksaan pajak maka dikenakan penetapan

secara jabatan.

Cukup jelas.

Termasuk memberikan kesempatan Kepada
pelugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas

opname).

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Yang dimaksud :

pemerinsaan lenghap aCaial pomsnksaan
lapangan torhadap seluruh kegiatan Wajib
Pajak yang bersifat komprehensif,

- L e e L] - T T —
POICHNENIT SAndTNaR: & S

- F = ]
B -

FE

pemeriksaan  singkat yang dapat berupa
pemeriksaan sederhana di kantor mauoun
pemeriksaan scederhana di lapangan.

Cukup jelas,

Cukup jelas.

: Cukup jelas.

Yang dimaksud laporan pencriksaan dalam ayal
ini adalah laporan tentang hasi pemeriksaan
yYang disusun .oleh pemeriksa sccara  ringi,
ringkas, dan jelas serta sesuai dengan ruang
lingkup dan maksud pemeriksaan.

. twembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah
_Pembahasan yang dilakukan anlara pemeriksa
‘dengan Wajib Pajak dalam Upaya mempaerolah

pendapal yang sama alas lemuan selama
pemeriksaan, dan hasil bahasan lemuan tersebut
balk yang diselujui maupun vang lidak disetuju,
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dituangkan dalam berila acara basil pemeriksaan
yang ditandatangani oleh pemeriksa dan Waijib
Pajak, yang selanjulnya dijadikan  dasar

penerbitan surat ketetapan pajak daerah atay
STPD,

Cukup jelas,
Cukup jelas,

Cukup jelas,

Permohonan  penghapusan piutang  pajak
kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah harus
menjelaskan alasan-alasan penghapusan dan
upaya-upaya yang lelah dilakukan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimdksud daftar piutang pajak yang akan
dihapuskan adalah apabila suatu piutang pajak
yang nyala-nyata sulit atau tidak mungkin
ditagih, tetapl masih belum melampaui masa
kedaluwarsa maka piutang tersebul dimasukkan
ke dalam daftar pitang  pajak  sampai
terpenuhinya masa kedaluwarsa. 5
Cukup jolas;

Contoh :
Wajib Pajak tidak diketemukan karena pindah -
tempat usaha dan lidak jelas data alamatnya,
Cukup jelas.
Cukup jelas

Pengurangan yang dapat diberikan  adalah
merupakan pengurangan pokok pajak yang
merupakan perkalian antara tarif -pajak dengan
dasar pengénaan pajak; .
Pengurangan pokok pajak’ dalam pasal ini
diberikan oleh Bupati berdasarkan alasan-
alasan yang dapat diterima, :
Caontoh :

Pemberian pengurangan bagi kepentingan
sosial dan keagamaan yang tidak bersifat

. Komersial.

ayat (2)
Pasal 54 ayat (1)

Cukup jelas.

Keringanan diberikan pada dasar pengenaan
pajak yang akan digunaksn Urtuk menghitung
besarnya pokok paiak,
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yang ditunjuk oleh Bupati  untuk membantu
pelaksanaan undang-undang perpajakan
Ooerah, adalah sama dengan pelugas pajak
yang dilarang pula unluk mengungkapkan
kerahasizan  Wajib  Pajak  sebagaimana
dimaksud pada ayal (1)

Culkup jelas.

Yang dimaksud dengan pihak lain, antara lain
adalah lembaga negara atau instansi pemerintah
Daerah yang banwonang melakukan
pemeriksaan di bidang keuangan Daerzh.

Untuk kepentingan Daerah, misalnya dalam
rangka penyidikan, penuntutan atau dalam
rangka mengadakan kerja sama dengan instansi
lainnya, keterangan atau bukli tertulis dari atau
tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau
diperlinatkan kepada pihak tertenlu vyang
ditunjuk oleh Bupati

Dalam surat izin yang diterbitkan Bupati

narus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama
pihak yang ditunjuk dan nama pejabat atau ahli
alau tenaga ahli vyang diizinkan unfuk
memberikan keterangan atau momperlihatian
bukli tertulis dari atau tontang Wajib Pajak.
Pemberian izin tersebut dilakukan secara

terbatas dalam hal-hal yang dipandang <erlu
oleh Bupati

Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang
pengadilan dalam perkara pidana alau perdata
yang berhubungan dengan masalah perpajakan
Daerah, dan untuk kepentingan peradilen
Bupati memberikan  pengecualian -atas™
Kewajiban kerahasiaan kepada pejabat paja}f dan
tenaga ahli, atas permintaan tertulis Hakim Ketua
Sidang.

Cukup jelas.

Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan
tmbulnya kesadaran Wajib Pajak  untuk
memenuhi Kewajibannya.

Yang dimaksud kezlpaan berarti tidak sengaja,
lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan




Pasal 60

Pasal 61

ayat (2)

ayat (1)

ayat {2}

ayal.(3)

ayat (4)

ayat (3)

Pasal 62 ayat

Pasal 63

ayat (2)
ayat {3)

(M
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kowajibannya schingga perbuatan  lerscbut
menimbulkan kerugian keuangan Dacrah.

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud
pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja,
dikenakan sanksi yang lebih berat daripada alpa,

mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi
Daerah.

Kotortuan ini dimaksudkan guna memberikan

suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak,
Penuntut Umum, dan Hakim.

Sa

Ketentuan ini  untuk  menjamin  bahwa
Kkerahasiaan mengenai perpajakan Daerah tidak
akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar
supaya Wajib Pajak dalam memberikan data dan
keterangan kepada pajabat miengenal
perpajakan Daerah tidak ragu-ragu.

Porbuatan alau tindakan sebagaimana dimaksud
pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja,
dikenakan sanksi yang lebih berat.

Tuntutan pidana pada ayat (1) dan ayat (Z)
sesuai sifatnya adalah menyangkut kepentingan
pribadi seseorang atad badan selaku Wajib
Pajak, karena itu dijadikan findak pidana
pengaduan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Penyidik di bidang perpajakan Daerah adalah
Ppjabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pamornintali  Dacrah dalam  hal ini  Dinas
Pendapatan Daerah  yang divsulkan oleh
Bupal -dan diangkat oleh Menteri Kehakiman
atau pejabat yang benwenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang
perlaku

Penyidikan tindak pidana di bigang perpajakan
Caerah dilaksanakan menurut Kelentuan yang

diatur dalam Undang-undang Hukum Acara
fidana yang berlaku.

Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jolas.




BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

(1). Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

(2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang
mengatur tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Lebong dinyatakan tidak berlaku lagi,

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundanigkan.
Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Muara Aman
Pada tanggal 19 Mei 2005

/. PENJABAT BUPATI LEBONG

NO TOHIRIN,MM

KZWAN AZIZ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2005 NOMQR: O3



